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Jakarta, 16 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan 

Permohonan Pengujian Pasal 69B ayat (1), Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (16/08) pukul 13.30 WIB. Panel Hakim 

dipimpin Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi 

Daniel Yusmic P. Foekh. 

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 34/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Muh. 

Yusuf Sahide. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan 

Konsultan Hukum serta pendiri yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Ngo/Lsm KPK Watch 

Indonesia. Pemohon menganggap bahwa adanya hasil penilaian Tes Wawasan Kebangsaan 

(TWK) untuk menentukan dapat tidaknya pegawai KPK termasuk Pemohon diangkat menjadi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi yaitu 

melanggar hak mendasar dalam hubungan kerja seperti jaminan imbalan dan perlakuan yang adil. 

Pemohon mendalilkan di antaranya bahwa proses peralihan menjadi ASN di KPK tidak dapat 

disamakan dengan penerimaaan ASN maupun proses promosi jabatan dalam sistem ASN 

biasanya yang mensyaratkan berumur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Pada proses 

peralihan dari pegawai KPK menjadi ASN pasca pemberlakuan UU KPK apabila mendasarkan 

pada sistem ASN maka banyak pegawai KPK saat ini termasuk Pemohon tidak memenuhi syarat 

karena sudah melebihi umur di atas 35 Tahun. Hal lain, Pemohon menganggap adanya 

diskriminasi mengingat sistem ASN hanya sebagai persyaratan dari seleksi CPNS, padahal pada 

proses promosi jabatan dengan menggunakan TWK tidak menggunakan sistem ASN karena 

proses TWK berdampak hilangnya pekerjaan seseorang. Selain itu, Pemohon menilai bahwa 

proses TWK dapat digunakan sebagai upaya untuk intervensi penanganan perkara melalui 

penyingkiran Pegawai KPK yang bekerja secara baik dalam pemberantasan korupsi, termasuk 

Novel Baswedan sebagai salah satu orang yang dikategorikan sebagai human rights defender 

pada hasil pemeriksaan Komnas HAM tahun 2018.  

Dengan alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah menerima provisi untuk 

memerintahkan kepada BKN dan KPK untuk mempekerjakan kembali dan tidak memberhentikan 

dengan hormat maupun tidak hormat pegawai KPK yang berstatus sebagai TMS dengan tetap 

memberikan hak sesuai dengan imbalan yang diterima saat sebelum alih status sampai dengan 

adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo. Selain itu Pemohon meminta MK 

menyatakan frasa “dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK 

secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum.  



Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (02/08) Hakim Konstitusi Arief Hidayat 

menyampaikan nasihat yaitu di antaranya terkait pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon sudah 

pernah diuji sebelumnya di MK dan bahkan sudah diputus MK. Arief meminta Pemohon 

mencermati hal tersebut, agar Pemohon terbebas dari ketentuan Pasal 70 UU MK yang bisa 

dikategorikan sebagai ne bis in idem. Selain itu, Arief mencermati format dan struktur permohonan 

Pemohon, menasehati agar Pemohon mengubah bagian penutup permohonan. Arief menjelaskan, 

tidak ada istilah penutup dalam format permohonan pengujian UU di MK. Formatnya adalah, 

identitas Pemohon, pasal yang diuji, batu uji, kedudukan hukum, posita, petitum. Kemudian pada 

Kewenangan Mahkamah dalam permohonan, perlu ditambah UU MK yang terbaru.  

Sementara Hakim Konstitusi Daniel menasehati agar Pemohon lebih menekankan kerugian 

konstitusional pada LSM yang dipimpin oleh Pemohon. Termasuk juga menguraikan kegiatan-

kegiatan yang telah dilakukan oleh LSM tersebut. Karena pernah ada permohonan yang diajukan 

ke MK, menerangkan adanya LSM. Ternyata LSM itu baru terbentuk dan belum ada kegiatannya. 

Hal lain, mengenai sistematika permohonan, Pemohon bisa mempelajari melalui Peraturan MK 

Nomor 2 Tahun 2021. (FY) 
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